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Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia. Pemohon mengalami kerugian 
konstitusional  sebagaimana tertera dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, selanjutnya 
Pemohon merasa hak mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil 
telah dilanggar oleh karena ketentuan pada Pasal 13 huruf a UU 18/2011 telah dimaknai 
secara expressis verbis oleh pembentuk undang-undang dengan memasukan frasa “dan 
hakim ad hoc”. Artinya, menurut Pemohon, Komisi Yudisial bukan merupakan lembaga yang 
berwenang melakukan seleksi hakim ad hoc sebagaimana termaktub pada Pasal 24B ayat (1) 
UUD 1945. 

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon 
adalah pengujian Undang-Undang in casu UU 18/2011 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah 
berwenang mengadili permohonan a quo; 

Mengenai kedudukan hukum, menurut Mahkamah, Pemohon dalam menerangkan 
kedudukan hukumnya berkenaan dengan frasa “dan hakim ad hoc” dalam Pasal 13 huruf a 
UU 18/2011, walaupun diuraikan secara singkat namun Mahkamah dapat memahaminya. 
Dalam hal ini, Pemohon menyatakan diri sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang 
potensial dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 13 huruf a UU 18/2011. 
Pemohon juga telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) 
antara anggapan kerugian konstitusional yang bersifat potensial yang akan dialami dengan 
berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, terlepas dari terbukti 
atau tidaknya dalil permohonan Pemohon perihal pertentangan frasa “dan hakim ad hoc” 
dalam norma Pasal 13 huruf a UU 18/2011 dengan Pasal 24B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) 
UUD 1945 yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo, Mahkamah berpendapat, 
Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan 
a quo; 
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Terhadap pengujian konstitusionalitas Pasal 13 huruf a  UU 18/2011  sebagaimana 
didalilkan Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 

1. Bahwa sejumlah ketentuan dalam UU 22/2004 dinyatakan bertentangan dengan UUD 
1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ketentuan yang dinyatakan 
inkonstitusional tersebut, yaitu: Pasal 1 angka 5 sepanjang frasa “hakim Mahkamah 
Konstitusi”, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e, Pasal 22 ayat (5), Pasal 23 ayat 
(2), Pasal 23 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 24 ayat (1), sepanjang frasa “dan/atau 
Mahkamah Konstitusi”; Pasal 25 ayat (3), sepanjang frasa “dan/atau Mahkamah 
Konstitusi”; dan Pasal 25 ayat (4) sepanjang frasa “dan/atau Mahkamah Konstitusi”. 

2. Bahwa Mahkamah telah pernah memutus Permohonan Nomor 43/PUU-XIII/2015 yang 
berkelindan dengan wewenang Komisi Yudisial tersebut namun, Setelah membaca secara 
saksama pertimbangan hukum tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-
XIII/2015 memang menyatakan frasa “wewenang lain” dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 
adalah semata dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, 
martabat, serta perilaku hakim, tidak dapat diperluas dengan tafsiran lain. Namun, apabila 
diletakkan dalam konteks substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-
XIII/2015, pertimbangan hukum tersebut lebih dimaksudkan ihwal keterlibatan Komisi 
Yudisial dalam proses seleksi calon hakim di lingkungan peradilan di bawah Mahkamah 
Agung, terutama seleksi calon hakim pada pengadilan tingkat pertama. Artinya, 
pertimbangan hukum dimaksud hanyalah membatasi kewenangan Komisi Yudisial dalam 
proses seleksi calon hakim pada pengadilan tingkat pertama dan bukan dalam seleksi 
calon hakim agung. 

3. Bahwa salah satu alasan perubahan UU 22/2004 menjadi UU 18/2011 adalah pembentuk 
undang-undang memiliki desain politik hukum terhadap Komisi Yudisial. Dengan adanya 
politik hukum pembentuk undang-undang dimaksud, tidak membedakan antara hakim 
agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung sepanjang berkaitan dengan wewenang 
perekrutan. Hal demikian dapat ditempatkan sebagai kebijakan hukum pembentuk 
undang-undang untuk memenuhi kebutuhan hukum di tengah masyarakat dalam rangka 
memberikan perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil. Oleh karena itu, 
wewenang perekrutan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung berkaitan erat dengan upaya 
menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim demi 
tegaknya hukum dan keadilan. Sebab, dengan adanya hakim ad hoc pada Mahkamah 
Agung diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas putusan di 
Mahkamah Agung melalui keahlian khusus yang dimiliki hakim ad hoc. Terlebih lagi, 
dengan melacak tugas, fungsi, dan tanggung jawab terhadap perkara, tidak terdapat 
perbedaan antara hakim agung dengan hakim agung ad hoc di Mahkamah Agung. 

4. Bahwa secara konstitusional, UUD 1945 telah menentukan desain pengisian hakim agung 
sebagai jabatan/posisi hakim tertinggi di lingkungan Mahkamah Agung dilakukan oleh 
Komisi Yudisial. Dengan merujuk politik hukum pembentukan UU 18/2011, terutama 
dengan memosisikan hakim ad hoc merupakan hakim di Mahkamah Agung, maka proses 
seleksi hakim ad hoc yang dilakukan Komisi Yudisial masih dapat dibenarkan sesuai 
dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Selain itu, proses seleksi yang dilakukan oleh sebuah 
lembaga independen yang didesain oleh konstitusi tidaklah bertentangan dengan hak 
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang 
sama di hadapan hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah 
pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian selanjutnya 
Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menolak permohonan Pemohon 
untuk seluruhnya.  

 

 


